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 The 12-year compulsory education policy is one of the government 

programs aimed at improving equal access to education and enhancing the 

quality of human resources in Indonesia. However, the implementation of 

this policy in rural areas still faces various challenges related to social 

conditions, economic factors, and public awareness of education. This 

study aims to analyze the implementation of the 12-year compulsory 

education policy in Semudikaran Village, Bojonegoro Regency, and to 

identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This 

study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data 

collection was conducted through interviews, observations, documentation, 

and literature studies related to educational policies and compulsory 

education programs. The collected data were analyzed using descriptive 

qualitative analysis techniques through the stages of data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing. The results showed that the 

implementation of the 12-year compulsory education policy in 

Semudikaran Village has been carried out through collaboration between 

local government, educational institutions, and the community. 

Nevertheless, the implementation still faces several obstacles, such as 

family economic conditions, low public awareness of education, and social 

environments that are less supportive of children's educational continuity. 

Therefore, stronger cooperation between the government, schools, and the 

community is needed to improve the success of implementing the 12-year 

compulsory education policy in rural areas. 
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 Kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program pemerintah 

dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan tersebut 

di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan 

dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesadaran pendidikan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan wajib 

belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro serta 

mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi, serta kajian literatur yang berkaitan dengan 

kebijakan pendidikan dan program wajib belajar. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 

12 tahun di Desa Semudikaran telah dilaksanakan melalui kerja sama antara 

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun demikian, 

pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, 

seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan 

masyarakat, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung 

keberlangsungan pendidikan anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama 

yang lebih optimal antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam 
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meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun 

di wilayah pedesaan. 

. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia 

dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat tidak hanya memperoleh ilmu 

pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, keterampilan, serta kemampuan sosial yang 

dibutuhkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan pendidikan, salah 

satunya melalui program wajib belajar 12 tahun yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan 

hingga jenjang menengah bagi seluruh warga negara. 

Kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam 

meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Indonesia. Program 

ini tidak hanya berfokus pada pemerataan akses pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan 

generasi yang memiliki kompetensi dan daya saing di tengah perkembangan zaman. Dalam 

pelaksanaannya, kebijakan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat 

kebijakan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun 

sangat dipengaruhi oleh kerja sama dan kesiapan berbagai unsur pendidikan di daerah. 

Dalam konteks wilayah pedesaan, implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun memiliki 

tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan 

sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kesadaran pendidikan, serta faktor geografis sering kali 

menjadi hambatan dalam keberlangsungan pendidikan anak. Tidak sedikit anak di wilayah pedesaan 

yang memilih bekerja membantu orang tua dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. Selain itu, akses menuju sekolah menengah yang relatif jauh juga menjadi salah satu 

penyebab rendahnya partisipasi pendidikan di beberapa daerah pedesaan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak selalu berjalan optimal apabila tidak 

disertai dengan dukungan sosial, ekonomi, dan fasilitas yang memadai. 

Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah pedesaan yang 

memiliki karakteristik sosial masyarakat yang menarik untuk dikaji dalam konteks implementasi 

kebijakan wajib belajar 12 tahun. Sebagai wilayah pedesaan, masyarakat Desa Semudikaran memiliki 
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latar belakang ekonomi dan tingkat kesadaran pendidikan yang beragam. Dalam praktiknya, masih 

ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak, seperti faktor 

ekonomi keluarga, minimnya motivasi melanjutkan pendidikan, serta pandangan masyarakat 

terhadap pentingnya pendidikan menengah. Di sisi lain, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan 

terus berupaya mendorong keberhasilan program wajib belajar melalui berbagai bentuk sosialisasi, 

bantuan pendidikan, dan pengawasan terhadap peserta didik usia sekolah. 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, implementasi program wajib belajar 12 tahun tidak 

hanya berkaitan dengan keberadaan aturan atau program pemerintah semata, tetapi juga berkaitan 

dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat masyarakat. Suatu kebijakan pendidikan dapat 

dikatakan berhasil apabila mampu diterapkan secara nyata dan memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam 

mengenai bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun dijalankan di wilayah pedesaan, 

khususnya di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, beserta berbagai faktor pendukung dan 

penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan sekaligus 

menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan pendidikan bagi masyarakat 

Penelitian mengenai kebijakan pendidikan telah banyak dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan implementasi program wajib belajar, pemerataan 

akses pendidikan, serta peningkatan partisipasi sekolah di berbagai daerah. Sebagian besar penelitian 

tersebut menekankan pada pentingnya peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam 

mendukung keberhasilan program wajib belajar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi, 

lingkungan sosial, serta ketersediaan sarana pendidikan menjadi aspek penting yang memengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Namun demikian, kajian-kajian 

tersebut umumnya lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan atau pada pembahasan kebijakan 

pendidikan secara umum tanpa menyoroti kondisi masyarakat pedesaan secara lebih mendalam. 

Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan wajib belajar 

12 tahun di wilayah pedesaan, terutama pada tingkat desa, masih relatif terbatas. Padahal, wilayah 

pedesaan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan wilayah perkotaan 

sehingga pelaksanaan kebijakan pendidikan juga menghadapi tantangan yang berbeda. Oleh karena 

itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik meneliti implementasi 

kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro sebagai representasi 

wilayah pedesaan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pelaksanaan kebijakan pendidikan dari sisi 

pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga melihat bagaimana respons dan partisipasi 

masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar 12 tahun di lingkungan pedesaan. 

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru mengenai implementasi 

kebijakan pendidikan pada masyarakat desa yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang khas. 

Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, 

yaitu dengan mengkaji implementasi kebijakan pendidikan melalui kondisi nyata masyarakat 

pedesaan serta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan program 
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wajib belajar 12 tahun. Selama ini, banyak penelitian tentang kebijakan pendidikan lebih banyak 

berorientasi pada aspek administratif dan statistik pendidikan, sedangkan kondisi sosial masyarakat 

sebagai penerima langsung kebijakan sering kali kurang mendapatkan perhatian secara mendalam. 

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih 

kontekstual mengenai bagaimana kebijakan wajib belajar 12 tahun diterapkan di Desa Semudikaran 

Kabupaten Bojonegoro, termasuk berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan kesadaran pendidikan 

masyarakat yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak di wilayah pedesaan. 

Kajian literatur mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa program 

wajib belajar memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

pemerataan akses pendidikan. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa kebijakan wajib belajar tidak 

hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menjadi upaya pemerintah 

dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dalam konteks 

pembangunan nasional, kebijakan wajib belajar 12 tahun dipandang sebagai langkah strategis untuk 

menciptakan generasi yang lebih kompetitif, memiliki keterampilan, serta mampu menghadapi 

perkembangan sosial dan ekonomi di era modern. Oleh karena itu, implementasi kebijakan 

pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang terus dikaji dalam berbagai penelitian pendidikan. 

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti implementasi kebijakan wajib 

belajar dari perspektif efektivitas program, pemerataan pendidikan, serta peran pemerintah daerah 

dalam mendukung keberhasilan pendidikan masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan 

umumnya dipahami sebagai proses pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan berbagai 

unsur, seperti dinas pendidikan, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dalam praktiknya, 

keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 

kondisi ekonomi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, akses menuju sekolah, 

serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Berbagai penelitian juga 

menunjukkan bahwa daerah pedesaan masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam 

pelaksanaan program wajib belajar dibandingkan wilayah perkotaan. 

Di sisi lain, kajian mengenai pendidikan di wilayah pedesaan menekankan bahwa kondisi 

sosial dan ekonomi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pendidikan anak. 

Masyarakat pedesaan umumnya menghadapi keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang belum 

merata, serta rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, 

faktor budaya dan pola pikir masyarakat juga sering kali memengaruhi keputusan anak untuk tetap 

bersekolah atau memilih bekerja membantu keluarga. Dalam konteks tersebut, implementasi 

kebijakan wajib belajar 12 tahun tidak hanya membutuhkan dukungan administratif dari pemerintah, 

tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta pendekatan sosial yang sesuai dengan 

kondisi wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan wajib belajar 

12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro menjadi penting untuk memberikan gambaran 

mengenai bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan di tingkat masyarakat serta berbagai faktor 

yang memengaruhi keberhasilannya di wilayah pedesaan. 

Berdasarkan hasil survei literatur yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

kajian mengenai implementasi kebijakan pendidikan, khususnya program wajib belajar 12 tahun, 

telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian besar penelitian menekankan pada aspek 
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efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, pemerataan akses 

pendidikan, serta upaya menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Implementasi kebijakan 

pendidikan umumnya dipahami sebagai proses pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan 

berbagai unsur pendidikan, seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, guru, dan 

masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Di sisi lain, beberapa penelitian juga telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan program wajib belajar, seperti kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pendidikan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program pemerintah semata, tetapi juga 

dipengaruhi oleh dukungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sebagian 

besar penelitian masih berfokus pada wilayah perkotaan atau pembahasan kebijakan pendidikan 

dalam lingkup yang lebih umum, sehingga kondisi nyata masyarakat pedesaan sering kali belum 

dibahas secara mendalam. 

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik 

membahas implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di tingkat desa, khususnya di wilayah 

pedesaan seperti Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro. Padahal, masyarakat pedesaan memiliki 

karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dengan masyarakat perkotaan, sehingga pelaksanaan 

kebijakan pendidikan juga menghadapi tantangan yang berbeda. Faktor ekonomi keluarga, rendahnya 

motivasi melanjutkan pendidikan, akses pendidikan yang terbatas, serta pandangan masyarakat 

terhadap pendidikan menengah menjadi persoalan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan 

program wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan. Selain itu, penelitian yang secara khusus 

mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung 

implementasi kebijakan wajib belajar di lingkungan pedesaan juga masih relatif terbatas. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan 

mengkaji secara lebih mendalam bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun 

dijalankan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, beserta berbagai faktor pendukung dan 

penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan 

pendidikan di wilayah pedesaan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga 

pendidikan dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami implementasi kebijakan wajib belajar 

12 tahun di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro. Secara 

khusus, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 

tahun dijalankan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam upaya 

meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan wajib 

belajar 12 tahun di lingkungan masyarakat desa. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten 
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Bojonegoro. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan, sekaligus menjadi 

bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah serta lembaga pendidikan dalam meningkatkan 

pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan 

kajian kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi program wajib belajar 

12 tahun di wilayah pedesaan. Selama ini, kajian mengenai kebijakan wajib belajar lebih banyak 

menitikberatkan pada aspek pemerataan pendidikan dan efektivitas program pemerintah secara 

umum, sementara implementasi kebijakan pendidikan pada masyarakat pedesaan dengan berbagai 

kondisi sosial dan ekonomi yang khas masih relatif terbatas untuk dikaji secara mendalam. Oleh 

karena itu, penelitian ini memberikan perspektif tambahan dengan menempatkan Desa Semudikaran 

Kabupaten Bojonegoro sebagai fokus kajian dalam memahami implementasi kebijakan wajib belajar 

12 tahun di lingkungan pedesaan. 

Selain kontribusi teoritis, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi 

pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, serta masyarakat dalam meningkatkan keberhasilan 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Melalui penelitian ini, diharapkan pihak-pihak terkait 

dapat lebih memahami berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

pendidikan di wilayah pedesaan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan 

pendidikan yang lebih efektif, merata, dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah sebagai bagian dari pembangunan sumber 

daya manusia di wilayah pedesaan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di 

wilayah pedesaan, khususnya di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, serta berbagai faktor 

yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dalam lingkungan masyarakat desa. Pendekatan 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai pelaksanaan program wajib 

belajar 12 tahun berdasarkan situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan. 

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara 

langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun, 

seperti masyarakat, pihak sekolah, perangkat desa, serta dinas pendidikan terkait. Sementara itu, data 

sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan 

pendidikan, arsip pemerintah, dan data statistik pendidikan yang relevan dengan penelitian. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta kajian literatur 

untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan 

pendidikan di wilayah pedesaan. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 

12 tahun dijalankan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro beserta faktor pendukung dan 

penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan 
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mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan 

pendidikan di wilayah pedesaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa 

Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut 

telah berjalan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat 

setempat. Program wajib belajar 12 tahun diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi 

pendidikan masyarakat hingga jenjang sekolah menengah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan 

pihak sekolah telah melakukan berbagai langkah, seperti sosialisasi pentingnya pendidikan, 

pendataan anak usia sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga 

kurang mampu. 

Meskipun demikian, implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan 

masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. 

Faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya 

pendidikan menengah, serta kondisi lingkungan sosial menjadi beberapa hambatan yang ditemukan 

dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, masih terdapat anak usia sekolah yang memilih 

bekerja membantu orang tua dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 

tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa 

Semudikaran Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah 

memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan. 

Program wajib belajar 12 tahun yang diterapkan melalui kerja sama pemerintah daerah, sekolah, dan 

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan 

hingga jenjang menengah. Dalam pelaksanaannya, berbagai bentuk dukungan telah dilakukan, 

seperti sosialisasi pendidikan, pendataan anak usia sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan bagi 

peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah 

dan lembaga pendidikan dalam mendorong keberhasilan program wajib belajar di lingkungan 

pedesaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa 

Semudikaran masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan 

anak. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab masih adanya anak yang tidak 

melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah.Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian 

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta adanya anggapan bahwa bekerja lebih penting 

dibandingkan melanjutkan sekolah juga memengaruhi pelaksanaan program wajib belajar. Di sisi 

lain, keterbatasan akses dan kondisi lingkungan sosial masyarakat pedesaan turut memberikan 

dampak terhadap efektivitas implementasi kebijakan pendidikan tersebut. 
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Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi 

pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan, serta kondisi lingkungan sosial menjadi 

hambatan utama dalam keberhasilan program wajib belajar di berbagai daerah. Penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan dan minimnya dukungan masyarakat dapat 

memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak hingga jenjang sekolah menengah. Kondisi tersebut 

menyebabkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan karena harus 

membantu pekerjaan orang tua atau memilih bekerja lebih awal. 

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan 

kesamaan pada aspek adanya pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap implementasi kebijakan 

wajib belajar 12 tahun di wilayah pedesaan. Namun demikian, penelitian ini memberikan fokus yang 

lebih spesifik pada kondisi masyarakat Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro sebagai wilayah 

pedesaan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya membahas implementasi kebijakan pendidikan secara umum, tetapi juga mengkaji 

bagaimana peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program 

wajib belajar 12 tahun di lingkungan pedesaan. 

Dalam perspektif teori kebijakan pendidikan, implementasi program wajib belajar 12 tahun 

merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber 

daya manusia. Kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan aturan atau program 

pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif 

di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar sangat 

dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah, lembaga pendidikan, serta dukungan masyarakat dalam 

menjalankan program pendidikan secara berkelanjutan. 

Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan pendidikan, pelaksanaan program 

wajib belajar seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya menuntut adanya aturan yang jelas, 

tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan, kesadaran masyarakat, serta kondisi 

ekonomi yang mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Dalam konteks penelitian ini, 
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implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro 

menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan. 

Meskipun program wajib belajar telah diterapkan melalui berbagai bentuk sosialisasi dan bantuan 

pendidikan, faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan, serta kondisi lingkungan 

sosial masih menjadi hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi nyata 

masyarakat pedesaan secara lebih komprehensif agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai 

secara optimal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan 

melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pendidikan, pendataan anak 

usia sekolah, pemberian bantuan pendidikan, serta pengawasan terhadap keberlangsungan pendidikan 

peserta didik. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan lembaga pendidikan 

dalam meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat hingga jenjang sekolah menengah. Dengan 

demikian, tujuan kebijakan wajib belajar 12 tahun untuk memperluas akses pendidikan masyarakat 

pedesaan telah mulai dijalankan di lingkungan Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro. 

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 

12 tahun di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi 

keberhasilannya. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab utama masih adanya anak 

yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Selain itu, rendahnya kesadaran 

sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendidikan serta kondisi lingkungan sosial yang kurang 

mendukung juga memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Oleh karena itu, keberhasilan 

implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun tidak hanya bergantung pada keberadaan program 

pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial, ekonomi, dan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pendidikan. 

Hasil penelitian ini sekaligus menjawab tujuan penelitian yang telah diuraikan dalam 

pendahuluan, yaitu untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun 

dijalankan di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro serta mengetahui berbagai faktor pendukung 

dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di wilayah pedesaan memerlukan kerja sama yang 

berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar tujuan pemerataan pendidikan dapat 

tercapai secara lebih optimal. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa Semudikaran Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan 

melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pendidikan, pendataan anak 

usia sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik. Upaya tersebut menunjukkan 

adanya komitmen pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan 

masyarakat hingga jenjang sekolah menengah di wilayah pedesaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Desa 

Semudikaran masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi keberhasilan 
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pelaksanaannya. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab utama masih adanya anak 

yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Selain itu, rendahnya kesadaran 

sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kondisi lingkungan sosial, serta keterbatasan 

akses pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak di 

wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak 

hanya dipengaruhi oleh keberadaan program pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial 

dan ekonomi masyarakat. 

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di wilayah 

pedesaan memerlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. 

Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap pemerataan akses pendidikan, bantuan 

pendidikan, serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat desa. Selain itu, masyarakat 

juga perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sebagai bagian dari upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kerja sama tersebut, tujuan kebijakan wajib 

belajar 12 tahun diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal dan merata di wilayah pedesaan. 
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